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Abstract. The crime of premeditated murder is a term for premeditated murder by a person or
a group of people who basically want to kill or eliminate someone's life. The crime of
premeditated murder is regulated in the Criminal Code Article 340. The purpose of this writing
is to find out what elements are contained in the crime of premeditated murder, whether there
are elements of premeditated murder, the purpose of premeditated murder as well as the law or
sanctions given and the responsibility of the crime. premeditated murder under Article 340 of
the Criminal Code. The method used is library research method. The crime of premeditated
murder is listed in the Criminal Code Article 340 with elements of a criminal act who,
intentionally, plans ahead and takes the lives of other people. One of the main elements is the
planned element. The element of planning in advance means that there is a distance or time
between the intention to kill and the execution of the murder and the aim is to make the killing
run smoothly. Sanctions for a crime are death penalty, life imprisonment and 20 years
temporary imprisonment. A criminal act of premeditated murder must be held responsible for
the actions that have been committed.
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Abstrak. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu istilah tindakan pembunuhan
yang telah dirancang sebelumnya oleh seseorang sendiri maupun oleh sekelompok orang yang
pada dasarnya ingin menghabiskan atau menghilangkan nyawa seseorang. Tindak pidana
pembunuhan berencana diatur pada KUHP Pasal 340. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk
mengetahui unsur apa saja yang terkandung dalam tindak pidana pembunuhan berencana,
apakah terdapat unsur berencana, tujuan direncanakan dalam tindak pidanah pembunuhan
berencana serta hukum atau sanksi yang diberikan dan tanggungjawab tindak pidana
pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. Metode yang digunakan adalah metode
penelitian kepustakaan. Tindak pidana pembunuhan berencana tercantum pada KUHP Pasal
340 dengan memiliki unsur tindak pidana barang siapa, dengan sengaja, rencana terlebih dulu
dan merampas nyawa orang lain. Satu unsur yang utama adalah unsur direncanakan. Unsur
direncanakan terlebih dahulu memiliki makna adalah ada jarak atau waktu antara saat adanya
kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan serta tujuannya agar aksi
pembunuhan berjalan lancar Sanksi bagi seorang tindak pidana adalah sanksi mati, penjara
seumur hidup dan penjara sementara 20 tahun. Seorang tindak pidana pembunuhan berencana
harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah dilakukan.
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LATAR BELAKANG

Membunuh atau menghilangkan nyawa sesorang atau yang biasa dikenal
dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hak
asasi manusia.? Seseorang dari di dalam kandungan sampai di lahirkan kedunia telah
memiliki hak dasar dalam hidupnya yaitu hak untuk hidup. Kehidupan seseorang di
dunia ini tidak dapat di prediksi karena latar belakang kehidupan menjalani hidup di
dunia ini kadang menghantarkannya menuju kematian lebih awal karena tindakan
kekerasan yang di alami atau bahkan tindakan pembunuhan yang menimpa hidupnya.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 sangat menjungjung tinggi akan hak asasi manusia dan
menjaminkan warga negara serta kedudukannya di dalam hukum. Kejahatan
merupakan suatu tindakan pidana yang merupakan bentuk perilaku yang menyimpang
yang telah melekat pada seseorang.

Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua yakni tindak pidana
pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan
berencana merepukan suatu istilah tindakan pembunuhan yang telah dirancang
sebelumnya oleh seseorang sendiri maupun oleh sekelompok orang yang pada dasarnya
ingin menghabiskan nyawa seseorang.

KUHPP di Indonesia pada dasarnya mencantumkan hukuman atau pidana mati
dalam urut pertama. Tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP Pasal 338
yang berbunyi® Barang siapa sengajah merampas nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak pidana
pembunuhan berencana tercantum dalam KUHP Pasal 340 yang berbunyi
Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lai,
dincam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.!?

Dalam tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana terdapat
perbedaan pada unsur adanya unsur rencana yang telah difikirkan terlebih awal.
Pembunuhan biasanya terjadi karena adanya niat membunuh dan aksis membunuh
dilakukan bersama. Pembunuhan berencana terjadi diawali dengan sebuah rencana
yang telah difikirkan terlebih dulu sebelum aksi pembunuhan dilakukan, biasanya ada
rentang waktu dari rencana sampai aksi pembunuhan untuk menghilangkan nyawa
seseorang, '

Pembunuhan berencana adalah salah satu tindak pidana yang paling berat
pidana atau hukumannya. KUHP merumuskan tindak pidana pembunuhan sebagai
bentuk yang khusus yang sangat memberatkan.’

Pembunuhan berencana yang dimana mengandung unsur berencana yang
dimana pengertian dan syarat dari unsur berencana ini akan selalu dinamis, sesuai
dengan kondisi. Untuk menentukan suatu studi kasus tindak pidana ini tidak mudah
karena memiliki perbedaan yang sangat sedikit maka dari itu penulis ingin mengkaji
secara spesifik “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa
rumusan masalah antara lain : 1. Apa saja unsur tindak pidana pembunuhan berencana
dalam pasal 340 KUHP? 2. Apakah didalam tindak pidana pembunuhan berencana
mengandung unsur berencana dan bagaimana maksudnya? 3. Bagaimana tujuan
direncanakan dalam tindak pidana kejahatan menurut Pasal 340 KUHP? 4. Apa hukum
atau sanksi yang di atur dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?
5. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340
KUHP?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP

2. Mengetahui apakah tindak pembunuhan berencana mengandung unsur rencana dan
apa maksudnya dalam Pasal 340 KUHP.

3. Mengetahui tujuan direncanakan dalam tindak pidana kejahatan menurut pasal 340
KUHP.

4. Mengetahui hukum atau sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana
dalam Pasal 340 KUHP Pasal.

5. Mengetaui tanggungjawab pida pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode /ibrary research atau yang dikenal dengan penelitian
kepustakaan. Peneliti akan mengkaji dan mempelajari literatur-literatur terkait topik jurnal
yaitu buku, undang-undang serta yang lainnya yang dapat mendukung teori serta tulisan jurnal
ini.

Ruang lingkup penelitian dalam ilmu Hukum dasarnya adalah disiplin pada Hukum,
sehingga metode yang dipakai merupakan penelitian hukum kepustakaan atau yang sering
dikenal sebaai penelitian hukum normatif.

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan dua pendekatan antara lain :
Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kedua adalah
pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP.

KUHP dalam rumusannya mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak
pidanah pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa
sengaja dan terencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Unsur yang dapat dirumuskan dari Pasal 340 KUHP adalah barangsiapa, dengan
sengaja, rencana terlebih dulu, merampas nyawa orang lain. Delik atau istilah dari unsur
ini merumuskan pembunuhan berencana.’
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B. Unsur Rencana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340
KUHP.

Pembunuhan berencana diatur didalam Pasal 338 memiliki bentuk lain yaitu
tindak pidana pembunuhan berencana yang dimana telah ada sebuah rencana sebelum
aksi pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340
KHUP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa
orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh
tahun”. '3

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat unsur ‘“berencana”.
Unsur rencana di dalam KUHP tidak diartikan, sehingga untuk menerjemahkan unsur
rencana pengertiannya dapat diketahui dari pendapat para ahli hukum pidana atau bisa
melalui keputusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan.’

Menurut Tongat, 2003 istilah berencana atau direncanakan terlebih dahulu yang
dirumuskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah penunjukan suatu saat untuk
menimbang apa yang dilakukan dengan tenang. MvT menyatakan bahwa waktu tertentu
tersebut dipakai oleh pelaku pembunuhan untuk memperkirakan aksinya dengan
tenang. Berencana memiliki pengertian sebagai kesengajaan untuk membunuh
seseorang dan pelaksanaan memerlukan waktu bagi pembunuh untuk berfikir dengan
tenang®. Berencana dipertegas oleh Merpaung bahwa pembunuhan berencana
membutuhkan syarat adanya fikiran yang tenang dari pembunuh walaupun dalam
waktu yang singkat sebelum atau bahkan setelah melakukan pembunuhan dan
menyadari apa yang telah dilakukannya.

Terkait kajian-kajian pengertian berencana dalam tindak pidana berencana
maka dapat dimaknai pengertian dan syarat terjadinya rencana adalah : Terdapat proses
mempertimbangkan dan memikirkan apa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan
terhadap perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, Dari proses berfikir dan
mempertimbangkan terdapat waktu tertentu walaupun waktu tersebut hanya bersifat
relatif.

Maka dari itu untuk melakukan pembunuhan yang memenuhi unsur rencana
dengan syaratnya yaitu adanya keputusan untuk membunuh dengan pikiran tenang,
adanya waktu untuk berfikir dan melakukan pembunuhan harus memiliki hubungan
yang erat dengan pembunuhan yang akan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa unsur
berencana memiliki syarat : Memutuskan kehendak yang dalam kondisi tenang, adanya
waktu dan pelaksanaan pembunuhan.

Memutuskan yang tenang dalam memutuskan untuk melakukan pembunuhan
adalah saat seseorang memutuskan kehendak untuk melakukan pembunuhan yang
dilakukan dalam keadaan yang tenang. Memiliki keadaan tenang, tidak dalam keadaan
terpaksa, emosi yang stabil, tidak tergesa-gesa, telah dipertimbangkan untung dan rugi
serta akibat yang timbul dari aksinya, tidak membunuh secara tiba-tiba namun ada suatu
proses yang matang yang telah disiapkan.’

Adanya waktu dalam unsur berencana ini memperlihatkan waktu yang tepat
untuk berfikir dan memutuskan sampai pada pelaksanaan pembunuhan tidak tergantung
berapa lama dan cepatnya waktu yang dibutuhkan, sifatnya relefan, waktu tergantung
kondisi setempat untuk melakukan pembunuhan. Dengan adanya waktu dalam unsur
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berencana maka pelaku dapat memikirkan kembali apakah pembunuhan ini akan
dilakukan, memikirkan strategi yang tepat untuk aksi pembunuhan agar berjalan
dengan lancar.?

Pelaksanaan pembunuhan yang merupakan syarat ketiga dalam unsur berencana
merupakan syarat yang penting. Pelaksanaan pembunuhan dapat terjadi jika
memutuskan kehenda yang tenang dan ada waktu yang cukup sampai pelaksanaan
pembunuhan. Tetapi syarat memutuskan dengan tenang dan waktu tidak serta merta
memenuhi syarat berencana jika tidak ada pelaksanaan pembunuhan. Sehingga dapat
dikatahkan bawaha pelaksanaan pembunuhan merupakan penentu adanya rencana atau
tidakan dalam pembunuhan berencana.’

. Tujuan Dan Arti Direncanakannya dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam

Pasal 340 KUHP.

Kata direncanakannya merupakan sesuatu yang telah direncanakan terlebih
dahulu dalam kaitan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan
telah membuat suatu rencana pembunuhan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk
berjalanya aksi pembunuhan. Pelaku pembunuhan akan Menyusun rencana
pembunuhannya mulai dari siapa orang yang akan dibunuh, waktu pembunuhan, tempat
kejadian pembunuhan, cara pembunuhan, alat yang akan dipakai untuk membunuh,
rencana cadangan untuk membunuh, serta akibat yang akan ditanggungnya setelah
proses pembunuahn terlaksanan.

Seorang pembunuh akan berusaha menutupi bahwa dia adalah pembunuh.
Apakah dalam proses pelaksanaan pembunuhan dia berada dalam kondisi tenang atau
tidak, memiliki waktu yang cukup atau kurang, mau dan tidak mau melakukan
pembunuhan semua telah direncanakan terlebih dahulu.

Makna dari direncanakan sejak awal adalah ada jarak atau waktu antara saat
adanya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan. Tujuan
direncanakan pembunuhan ini adalah agar semua aksis pembunuhan berjalan sesuai apa
yang dikehendaki oleh pelaku pembunuhan.’

. Hukum Dalam Pasal 340 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang ancaman atau hukum
pidannya lebih berat dari pembunuhan biasa. Menurut Mitchell 2013, hukuman tindak
pidana pembunuhan berencana diperberat karena adanya tingkatan pelanggaran yang
mencerminkan tingkat moral yang tinggi pertanggungjawabanya. Pelaku akan dihukum
dengan saksi yang berat karena ada niat membunuh seseorang dengan rencana yang
telah difikirkannya terlebih dahulu.

Dalam menentukan hukum atau sanki bagi pelaku pembunuhan berencana
memerlukan penelaan yang lebih mendalam untuk memutuskan hukuman apa yang
pantas bagi seorang pelaku kejahatan yang telah menghilangkan hak hidup seseorang.
Hukuman untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus dinilai dari unsur
tindak pidanah, jika seorang pelaku yang pada awalnya berencana, memutuskan,
merancang waktu dan pelaksanakan pembunuhan maka akan dikenakan hukuman
tindak pidana pembunuhan.
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Hukum atau sanksi yang akan dikenakan kepada seorang pelaku pembunuhan
harus dilihat apakah pelaku melakukan tindak pidana atau tidak. Jika seorang pelaku
pembunuhan berencana untuk melakukan pembunuhan maka akan dikenakan sanksi
tindak pidana pembunuhan, namun jika seorang pelaku hanya pembuat persiapan dalam
pembunuhan maka tidak akan dikenakan sanksi sindak pidana.

Hamzah 2015 menyatakan persiapan untuk berlangsungnya tindak pidana buka
perbuatan pidana sehingga takan diancam pidana. Berencana merupakan suatu hal yang
telah diputuskan untuk dilakukan dimana telah memikirkan semua rencana apa yang
akan dilakukan sampai akibat yang ditimbulkan dari pembunuhan, setelah rencana
terpenuhi maka dapat dikatakan pelaku telah melakukan tindak pidana sehingga saksi
yang diberikan adalah sanksi tindak pidaha dalam hal ini adalah pidanah pembunuhan
berencana.

Hukuman atau sanksi terhadap pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP
adalah sanksi mati, sanksi penjara seumur hidup dan sanksi penjara sementara
maksimum 20 tahun lamanya. Dalam Pasal 340 KUHP ada dua hal permasalahan yang
saling berkaitan yakni pembunuhan berencana dan pidana mati. Namun di Indonesia
sendiri untuk pidana mati ternyata belum dilakukan sebagaimana mestinya sesuai
tindak pidana pelaku.

Penerapan hukuman mati di Indonesia belum diterapkan dengan baik pada
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana karena merupakan suatu tindakan yang
melanggar yaitu mengambil hak hidup dari pelaku.® Seperti diketahui bahwa sangat
bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimana bahwa seseorang memiliki hak
hidup serta mempertahakan hidup dan kehidupannya. Maka dari itu dalam sidang
putusan akhir untuk menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan berencana
memerlukan pemikiran yang tepat.

. Tanggungjawab Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KHUP.

Tanggungjawan merupakan salah satu unsur pidana dimana merupakan unsur
yang berkenan dengan keadaan phsikologi seseorang yang mengakibatkan pelaku
pembunuhan harus bertanggungjawab denga napa yang telah dilakukan. Seseorang
dapat bertanggungjawab pada apa yang dilakukan pada saat telah melakukan perlakuan
tindak pidana'. Sanksi pidana tidak dapat dijangkau terhadap apa yang berada dalam
pemikiran seseorang, sedemikian seperti tindak pembunuhan berencana yang telah
melakukan pembunuhan berencana harus dimintai pertanggungjawabanya.

Pertanggungjawabkan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkenan dengan
sikap batin yang salah!'>. Perbuatan dan sikap batin yang salah memiliki hubungan
keterkaitan, sehingga asas umum dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa
kesalahan'!. Terdapat tiga anasir pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut
hukum pidana antara lain : anarsi sengaja atau tindakan yang disengajakan, anarsi
kealpaan atau tindakan kelakuan sikap seseorang yang tidak berhati-hati, dan tidak ada
alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pembuat.

Pelaku pembunuhan berencana akan menanggung semua sanksi dan serta
bertanggungjawab jika didalam proses hukum terdapat tindakan yang dilakukan baik
secara sengaja maupun tidak maka akan dijatuhi hukuman sesuai apa yang telah
diperbuat.
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PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan berencana tercantum pada KUHP Pasal 340 dengan
memiliki unsur-unsur tindak pidana yang salah satu unsurnya adalah unsur
direncanakan.

2. Unsur direncanakan memiliki makna adalah ada jarak atau waktu antara saat adanya
kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan serta tujuannya agar aksi
pembunuhan berjalan lancar

3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah sanksi mati,
penjara seumur hidup dan penjara sementara 20 tahun.

4. Seorang tindak pidana pembunuhan berencana harus bertanggungjawab dengan
perbuatan yang telah dilakukan.

B. Saran
Saran dan masukan kepada semua pihak penegak hukum di Indonesia
diharapkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab suatu perkara atau
pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang hendaknya mampu dilakukan secara
profesional, sehingga hukum di Indonesia ini adil bagi semua kalangan masyarakat.
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